
.BUPATI LAMPTJNGTIMUR
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

NOMOR: 25 TAHUN: 2000
 

TENTANG
 

KEDUDlJKANKEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
 

KABUPATEN LA.MPUNG TIMUR
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATILAMPUNGT~UR 

Menimbang	 bahwa untuk lebih meningkatkan pembinaan penyelenggaraan· 

Pemerintahan Desa berkaitan dengan kedudukan keuangan Pejabat 

Pemerintah Desa, dipandang perlu· untuk mengatur kedudukan 

Keuangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa dengan suatu Peraturan 

Dae:rall Kabupaten Lampung Tirnur. 

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 

. Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688 ); 

2. Undang-undang	 Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah 

Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Metro ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3825 );
.J 

.. 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 

Lembaran Negsra Nomor 3839 ); 

. 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999· tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah fusat dan Daerah ( Lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 72, Tanbahan Lembaran Negara Nomor3848); 

5. Undang-undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negarayang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme 

( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran 

Negara Nomor3851 ); 
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun	 1999 tentang 

Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan 

Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri 

mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 

tentang Pemerintahan Desa ; 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan can Penyesuaian Peristilahan dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ; 

8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang 

Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa. 

DENGAN PERSElUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUP ATEN LAMFUNG TIMUR. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapltan	 PERATURAN DAERAl:I KABUPATEN LAMPUNG TlMUR 

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN 

PERANGKAT DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

BABI
 

KETENTUAN UMUM
 

Pasall
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a.	 Bupati adalah Bupati Lainpung Timur. 

b.	 DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur. 

c.	 Camat adalah Kepala Kecamatan Lampung Timur, 

d.	 Badan Perwakilan Des'! (BPD) adalah Badan Perwakilan Desa Kabupaten Lampung 

Timur. 

e.	 Desa atau yang disebu. dengan nama lain adalah Kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem 

Pemerintahan Nasional di Kabupaten Lampung Timur. 

f.	 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Lampung 

Timur 
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g.	 Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya. 

h.	 Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk anggota Tl-Jl/Polri 
~ 

1.	 Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan 

secara teratur setiap bulan. 

J.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut Anggaran Desa, 

adalah Rencana Operasional tahunan dari pacta program untuk Pemerintahan dan 

Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah. 

k.	 Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan 

memberhentikan, yaitu Bupati untuk Kepala Desa, Camat untuk Sekretaris Desa, 

Kepala Urusan dan Kepala Dusun. 

BABII 

KEDUDUKAN 

Pasa12 

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun adalah 

Pejabat Pemerintah Desa yang diangkat -oleh Pejabat yang berwenang, yang 

menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan merupakan pelaksanaan tugas 

Pemerintahan dari Pemerintali Daerah dan Pemerintah Desa. 

Pasa13 

(1)	 Pegawai Negeri yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa 

dibebaskan untuk sementara dari jabatan organiknya se1ama menjadi Kepala Desa atau 

Perangkat Desa, tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. 

(2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri dimaksud 

pada ayat (l) pasal ini, tetap dibayar oleh instansi indnk Pegawai yang bersangkutan. 

(3) Pegawai Negeri	 yar..g dipilih.' diangkat menjadi Kepala Desa atau Pcrangkat Desa 

dapat dinaikkan pangkat kepegawaiannya sesuai dengan Peraturan Perundang

undangan yang berlaku. 

(4) Pegawai Negeri yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa	 atau Perangkat Desa 

berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan Peraturan Perundang

undangan yang berlaku. 

(5) Pegawai Negeri	 yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa atau 

Perangkat Desa dan tidak diangkat lagi, kembali ke Instansi Induknya. 
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BABI!I 

KEDUDUKAN KEUANGAN 
';. 

Pasal4 

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala Dusun, diberi 

penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal5 

(1) Penghasilan tetap setiap bulannya sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daearah 

ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu bagi : 

a. Kepala Desa ,sebe<;ar Rp. 75.000,OO/bulan 

",- b. Sckretaris Desa Rp.65.000,OO/bulan 

c. Kepala Drusa	 Rp.55.000,OOlbulan 

d. Kepala Dusun sebesar	 Rp. 55.000,OOlbulan 

(2) Kepala	 Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dapat diberi 

tambahan berupa tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan dan pendapatan 

asli desa ser.diri, paling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap terhitung pada 

saat Peraturan Daerah ini berlaku. 

Pasal6 

(1)	 Pegawai Negeri yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa, Sekretaris Desa, 

Kepala Urusan dan Kepala Dusun disamping mendapat penghasilan sebagai Pegawai 

Negeri, menerima Penghasilan Tetap setiap bulannya yang dibebankan kepada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu bagi : 

a. Kepala Desa, sebesar	 Rp. 45.000,OO/bulan 

b. Sel.retaris Desa.sebesar	 "..................... Rp.40.000,OOlbulan
 

c. Kepala Urusan, sebesar	 '..................... Rp. 35.000,OOlbulan
 

d. Kepala Dusun,sebesar	 Rp. 35.000,OOlbulan 

.	 (2) Ketentuan dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi 

Pejabat Pemerintah Desa dimaksud pada ayat (l) Pasal ini. 
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Pasal7 

~ 

Terhadap Desa yang tidak mampu membiayai penghasilan tetap dimaksud pada Pasal 5 

ayat (1) Peraturan Daerah ini, cliberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten dengan 

memperhatikan situasi clan konclisi setempat, dalam bentuk bangunan tunjangan 

penghasilan sesuai dengan kemampuan. 

Pasal8 

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala 

Dusun climaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapar 

dipertirabangkan oleh Badan Perwakilan Desa untuk diberikan skala pada setiap 4 (empat) 

tahun, dim paling tinggi sebesar 25 % dan jumlah penghasilan terakhir, dengan 

memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan. 

Pasal9 

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris 

Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang bukan Pegawai Negeri Sipil, dapat diberikan 

oleh Pemerintah Kabupaten dengan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dengan memperhatikan batas pembiayaan sesuai dengan Peraturan yang 

berlaku. 

Pasall0 

(1) Apabil a Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun mengalami 

kecelakaan dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa, 

sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, kepadanya diberikan 

tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar 2 (clua) kali penghasilan tetap sebelumnya, 

disamping tunjangan sebesar penghasilan tetap sampai saat diberhentikan dari 

jabatannya oleh pejabat yang berwenang. 

(2) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun meninggal 

dunia dalam clan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, kepada 

Ahli Warisnya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar 4 (empat) kali 

penghasilan tetap sebulan, disamping diberikan tunj angan gugur dan Pemerintah. 
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(3)	 Pemherian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dapat 

ditingkatkan sesuai dengan kemarnpuan Anggaran Desa dengan tidak memandang 

masa tugasnya bei dasarkan musyawarah dan mufakat Badan Perwakilan Desa. 

Pasal 11 

(1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala	 Dusun yang diberhentikan 

dengan honnat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut 

sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun untuk Kepala Desa dan 9 (sembilan) tahun untuk 

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diberikan pe.ighargaan sekaligus 

dua kali jumlah penghasilan tetap yang terakhir. 

(2) Pejabat Kepala	 Desa yang diangkat oleh pejabat yang berwenang memperoleh 

tunjangan 60 % (enam puluh persen) dari jumlah tersebut dalam Pasal (5) atau (6) 
, ..- Peraturan Daerah ini. 

PasaJ 12 

(1) Biaya pengeluaran sebagai dim aksud dalam Pasal-pasal 5, 6, 8, 9, 1U dan 11 Peraturan 

Daerah ini , dibebankan kepada Anggaran Pencapatan dan Belanja Desa. 

(2) Penetapan Biaya dalam penyusunan Anggaran Pendspatan dan Belanja Desa dimaksud 

ayat (1) Pasal ini, dapat didasarkan pada Subsidi Perimbangan Keuangan dan 

Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten. 

Pasal n 

Staf Perangkat Desa, dapat diberikan penghasilan tetap yang dituangkan dalam Anggaran 

Pendapatan clanBelanja Desa sesuai clengan kemampuan dari Pendapatan Asli Desa sendiri 

dan disahkan oleh Bupati. 

BABIV
 

KETENTUANPENlJTlW
 

Pasal14
 

Hal-hal yang belum uiatur clalam Peraturan Daerah uu, sepanjang mengenai 

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 
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Pasal15 

Dengan berlakunya Peraturan Daerih ini, semua ketentuan yang mengatur kedudukan 

Keuangan Kopala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilaksanakan 

secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan Dcsa yang bersangkutan serta 

Pemerintah Desa yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputi.san Bupati. 

Pasal16 

Peraturan Dearah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangn Peraturan Daerah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

Ditetapkan di: Sukadana 
Pada tanggal :31 Oktober 2000 

.BUPATI LAMPUNG TIMOR 

Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES 

Disetujui oleh 
Dengan 
Tanggal 

DPRD Kabupaten Lampung Timur 
Surat Keputusan Nomor : 17') / 32 / X / SK / DPRD 
31 Oktober 2000 

LIM / 2000 

Diundangkan di 
Pada Tanggal 

Sukadana 
November 2000 



Pl(N.JK! JASAN 

;\'T'AS 

PERATURAN DAKI<AII KABl iP..\TEN LA I\'IPlJNG THVIUR 

NOMOI< :25 TAUtiN: 2000 

TENTANG 

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DA1~"PERANGKATDESA
 

KABUPATEN LAJvU=>UiVG TI?\1UR
 

A. PENJELASAN illvlUM 

Fungsi Aparat Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Dcsa, Kepala-kepala Unman 

clan Kepala-kepala Dusun yaitu bagi Kepala Dcsa mengemban tugas dan kewajiban sebagai 

penyelenggara serta penanggung jawab utarna dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan 

Kemasyarakatan dan bagi perangkat Desa merupakan pembaniu Pernerintah Desa dalam 

pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, rnengingat fungsi 

Kopala Desa clanPerangkat Desa sangat menentukan, maka perlu diberikan penghasilan tetap 

setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku, dengan memperharikan kedudukan dalam suatu jabatan dalam Pemerintah 

Desa. 

Sebagai pelaksana ketentuan Peraturan Menter. Dalam Negeri Nomor 64 T21mn 1999 

climaksud perlu diatur mengenai kcdudukan clan keuangan Kepala Desa, Sckretaris Desa, 

Kopala Urusan dan Kopala Dusun. 

Kedudukan serta peranan Kopala Desa clan Perangkat Desa sebagai Organisasi Pemerintah 

terendah, menjadi penetu dalam keberhasilan pclaksauaan program pernbangunan dan 

mengingat tugasnya mernpunyai hubungan langsung dengan masyarakat, maka dalam usaha 

untuk mencipiakan Pemcrintahan Desa scbagai pcngarur tertib pcmerintahan dan 

pembangunan di Desa, eli )crl ukan adanya penghasilan lainnya berdasarkan kernampuan 

Anggaran Peudapatan clan Belanja Dcsa. 

B. PENJELASAN PASAL DElvli PASAL : 

Pasall Cukup Jelas, 
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..
 

Pasa12 

Pasal3 

Pasal4 

Pasal 5 ayat (2) 

Pasal 6 Ayat (2) 

Pasal7 

Pasal8 

- Kepala Desa Berkedudukau Sebagai alat pemerintahan, alat 

Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin 

penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

- Sekretaris Desa Berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa 

dan memimpin Sekretariat Desa. 

- Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris 

Desa dalam Bidang Tugasnya . 

- Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala 

Desa dalarn wilayah kerjanya. 

- Pemerintah dan Pemerintah Daearah Atasnya adalah pernerintah 

mulai dari tingkat kecamatan samapai dengan Pemerintah Tingkat 

Pusat, 

Cukup jelas 

Bahwa pcnghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya bagi 

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun 

ditentukan dalam suatu Peraturan Desa, dengan memperhatikan 

kemampuan Anggaran Desa yang bersangkutan. 

Penghasilan lainnya dapat diberikan antara lain berupa tunjangan 

tambahan penghasilan, tunjangan istri, anak dan lain-lain yang sejenis. 

Tambahan penghasilan maksimum empat kali dari penghasilan tetap 

dimaksudkan untuk membatasi angka penerimaan yang berlebihan atas 

dasar penghasilan sebagaimana yang diperoleh sebelum Peraturan 

daerah ini berlaku, disamping untuk adanya keseimbangan antara Desa 

yang berpenghasilan tinggi dengan Desa yang berpenghasilan rendah. 

Namun pclaksanaannya berpedoman pada pctunjuk Bupati. 

Merupakan Perincian Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan 

Kepala Dusun yang berasal dari Pegawai Negeri pada setiap bulan yang 

dihituag dalam setiap tahun dan dibebankan pada pengeluaran rutin 

yang dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin yang jumlahnya lebih 

kecil daripada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berasal bukan 

dari Pegawai Negeri. 

Cukun JeIas. 

Pada setiap empat tahun sekali dapat rliberikan penghasilan tetap 25 % 

dari jumlah penghasilan akhir sesuai kemampuan anggaran desa. 
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Pasal9 Bahwa biaya pcmcriksaan, pcngobatan dan pcraw.uan bagi Kopala 

Desa/Perangkat Desa yang bukan berasal .lari Pegawai Ncgeri dapat 

dibebankan pada pengeluaran rutin sesuai clcngankemampuan 

anggaran dcsa dcngau jumiah ruaksimum mclalui pcrtimbangan Badan 

Perwakilan Dcsa. 

Pasal10 Cukup je.as. 

Pasalll Cukup jelas. 

Pasal12 Cukup jclas, 

Pasal 13 Dengan persetujuan Bupati kep ada Star Perangkat Desa dapat diberikan 

penghasilan tetap yang diruangkan dalam Anggaran Penerimaan dan 

Belanja Desa yang jumlahnya lebih kccil dari pcnghasilan tctap Kopala 

Urusan dan Kopala Dusun scsuai dcngan kcmampuan c!ari pendapatan 

asli desa sendiri. 

Pasal 14 Cukup Jelas, 

Pasal15 Cukup iclas. 

Pasal 16 Cukup jells. 

-





